PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang ra. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten
Cirebon sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 12
Tahun 2024 tentang Penambahan Bidang Garapan
Panitia Khusus penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten Cirebon telah  melakukan
pembahasan, terhadap Raperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045;

b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPRD

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah.

. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, selanjutnya akan disampaikan kepada
Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan evaluasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Laporan Panitia Khusus I dan Kesepakatan Bersama antara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang
Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.



Mengingat

: L

Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2045 menjadi
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang  Nomor 14 tahun
1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

tembusan:
1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.



